
S A L I N A N 
 

 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

                                         NOMOR 76 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 53 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan, penyesuaian dengan 

pendapatan dana transfer, penyesuaian kegiatan-

kegiatan mendahului perubahan, penyesuaian target 

indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja 

program, dan adanya pergeseran-pergeseran anggaran 

antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja; 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf 

a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah maka perlu mengubah Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2022; 

 

Mengingat    :        1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentangPembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggarakan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik   

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik   Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6736); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6736); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia 

Nomor 4421); 
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  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 



4 

 

 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

   13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 9); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2008 Nomor 11); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 33); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

Nomor   ); 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 53 TAHUN 

2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022. 

 

Pasal I 

 

(1) Melakukan Penyesuaian Kembali untuk Program, Kegiatan, dan Sub 

Kegiatan pada  Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 

Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.   

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

Sistematika sebagai berikut: 

a. Pendahuluan;  

b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan; 

c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 

d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 

e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan 

f. Penutup. 

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

       pada tanggal 21 Juli 2022                      

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

   Ttd 

 

 H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 21 Juli 2022 

 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT,  

 

            Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 76 


